
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2021 

TENTAN(1 

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pengumpulan uang 

atau barang yang tertib, transparan, dan akuntabel; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Mel i er3 Sosial tentang Pcilye lel)gga ri Lan I Pcligumpulan 

Uang atau Barang; 

Mengingat 	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang 

Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

1\f rpn ro. Republik Indonesia Nrmlor 191()); 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

eraan Sosial (Le 	 Nevain Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3175); 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

e ie Ilggaraan Kesejahtek 	Him in I (Le I )0 tan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 

21) TO un 2015 tentang Orga 	thin Tata Kerja 

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1517); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN 	MENTERI 	SOSIAL 	TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya 

6.111001. PUB adalah setiol) (iRti ha Hiendopriikan uang 

atau barang untuk pe mbanguna I i dalam bidang 

kesejahteraan 	sosial, 	mental/ agama/ kerohanian, 

kejasmanian, dan kebudayaan. 

2. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang 

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, 

kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial 

atoll 	[le 1-kumpulan 	sc.) Hial 	at 11t 	n I (la ksanakan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh 

masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial. 

Pasal 2 

(1) PUB dilaksanaka_n dengan prinsip tertib, transparan, dan 

akuntabel. 

(2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, 

da n intim cara-cara yang &pat menimbulkon keresahan 

di liiigkungan masyarakat. 



Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat 

melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan 

hukum. 

(2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. perkumpulan; atau 

b. yayasan. 

(3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Menteri, 

gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

Igan. 

Pasal 4 

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas: 

a. zakat; 

b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan; 

c. keadaan darurat di lingkungan terbatas; 

d. goton.g royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, 

rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau 

nama lain; dan/atau 

e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontari. 

BAB II 

SYARAT DAN 'I'AT A ( IR 

Bagian Kesatu 

Syarat 

Pasal 5 

(1) Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi 

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

harus melampirkan persyaratan sebagai berikut: 

a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

rna nu sia; 

1:1110 
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b. surat keterangan domisili atau nomor induk 

berusaha; 

c. nomor pokok wajib pajak; 

ci 	bukti. setor pajak burni clan ba ngun an / surat sewa 

lompat, 

e. nomor rekening atau wadah/tempat penampung 

hasil penyelenggaraan PUB; 

f. kartu tanda penduduk direktur/ketua; 

g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang 

ditandatangani direktur/ketua; 

h. surat pernyataan bermeterai cukup yang 

menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan 

radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang 

bertentangan dengan hukum; 

i. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi 

Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan 

trimmen.dasi dari pejabijt yang bci. werlang. 

(2) Pejabat yang berwenang sebagaiman ti dirriaksud pada 

ayat (1) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili 

pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada 

Menteri; atau 

b. pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan 

domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan 

kepada gubernur. 

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pemohon harus menyiapkan: 

a. proposal; dan 

b. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan 

e gun nilai-ni i kerno Li._ mi t 1., 

Bagian Kedua 

Tata Cara 

Pasal 6 

(.1) Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan 

mengajukan permohonan izin PUB. 



(2) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui sistem dalam j aringan. 

(3) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan dengan tahapan: 

a. 	registrasi; dan 

b. pengajuan rencana program. 

Pasal 7 

Rcgistrasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (3) 

i ti I" ti ci i al( ukan dengan 	tra inen 	gwi 1 1 dokumen 

permohonan secara tertulis dan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5. 

Pasal 8 

Pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengisi aplikasi 

dalam jaringan berupa: 

a. nama program; 

b. wilayah penyelenggaraan; 

c. maksud dan tujuan; 

d. cara PUB; 

r. 	corn pe ilyaluran/ penggunaa l t hafi11 KIP; don 

f. 	periocle penyelenggaraan PU13. 

Pasal 9 

(1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 disampaikan kepada: 

a. Menteri; 

b. gubernur; atau 

c. bupati/wali kota. 

(2) Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada Menteri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan 

ketentuan: 

a. lebih dari satu wilayah provinsi; 

1 	( satu) wilayah 	 tetri pi pemohon 

berkedudukan di provinsi lain; data 

c. ditujukan untuk bantuan ke luar negeri. 
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(3) Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada 

i.! 	I r sebagaimana dinnikifild pal In a), 1A1 (1) huruf b, 

dengan ketentuan penyelenggaraan I)UB dilaksanakan 

lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

provinsi. 

(4) Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada 

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB 

dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. 

Bagian Ketiga 

Cara Pengumpulan 

Pasal 1.0 

tii Li-an dengan cant: 

a. mengadakan pertunjukan; 

b. mengadakan bazar; 

c. penjualan barang secara 

d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau 

mengikuti suatu pertunjukan; 

e. penjualan perangko amal; 

f. pengedaran daftar derma; 

g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum; 

h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau 

pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya; 

i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan; 

pesan singkat done ti; 

k. petnbulatan sisa nilai pembeianjaLin ktinsuinen; 

1. 	layanan melalui rekening bank; 

m. layanan dalam jaringan; 

n. aplikasi digital; 

o. layanan uang elektronik; 

p. media sosial; dan/atau 

q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
°•••: 
3%* 	 perundang-undangan. 
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Bagian Keempat 

Jangka Waktu 

Pasal 11 

(1) Izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan dan 

untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

II) 	ba gaimana di makIii .td 	qiclo ay 	( 1) dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali un tuk jan gka wak tu paling 

lama 1 (satu) bulan. 

BAB III 

FENYALURAN 

Pasal 12 

(1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan clalam bidang: 

a. kesejahteraan sosial; 

b. kebencanaan; 

c. mental/ agama/ kerohanian ; 

d. kejasmanian; 

12 • 

f. pendidikan; 

g. pelestarian lingkungan; 

h. perlindungan satwa; dan / atau 

i. kebudayaan. 

(2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. uang; atau 

b. barang. 

(3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disalurkan melalui: 

a. perorangan; 

b. keluarga; 

C, kelnmpok; atau 

d . 	leni baga. 
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Pasal 13 

(1) Penyaluran PUB berbentuk uang atau barang yang 

disalurkan ke luar negeri harus mendapatkan 

persetujuan Menteri. 

(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus berdasarkan rekomendasi/pertimbangan dari 

kementerian/lembaga terkait. 

(3) Rekomendasi/pertimbangan sebagaiman dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaima na di knaicsud dalam 

Pasal 12 ayat (2) huruf a disalurkan dengan ketentuan: 

a. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik 

harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 

(satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; 

dan 

b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau 

rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah masa pengumpulan berakhir. 

(2) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan 

peruntukan dalam bentuk tunai atau nontunai. 

n1.01.an PUB sebagaimona 	 prida ayat (2) 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi. 

Pasal 15 

(1) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil 

PUB dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang. 

(2) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam 

rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan 

setelah jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan sebagai hasil 

pengumpulan uang. 
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(3) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai 

bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) 

bulan. setelah jangka waktu penyaluran. 

Pasal 16 

Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan: 

a. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 

(satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan 

b. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 

3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir. 

Pasal 17 

(1) Hasil pengumpulan barang menjadi tanggung jawab 

penyelenggara PUB. 

('. ) Pen vele oggara PUB sebagailna 	rnolcsucl pad.a. ayat (1) 

harus memastikan hasil penguinpulon borarig d.alam 

kondisi baik dan aman. 

Pasal 18 

(1) Seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada 

penyelenggara PUB. 

(2) Dalam hal kondisi bencana biaya penyaluran hasil PUB 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB IV 

KEWENANGAN 

Pasal 19 

Menteri berwenang untuk: 

a. menolak permohonan izin PUB apabila: 

1. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan; 

2. penyelenggaraan PUB dapat mengakibatkan 

munculnya dampak negatif bagi masyarakat; 



Pasal 20 

bupati/wali kota berwenang untuk 

rekomendasi izin PUB sesuai dengan 

BAB V 

Gubernur 

memberikan 

kewenangan. 

dan 

3. tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB; dan 

4. bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. menunda, mencabut, dan/atau membatalkan izin PUB 

yang telah dikeluarkan dengan alasan: 

1. untuk kepentingan umum; 

2. pelaksanaan PUB yang meresahkan masyarakat; 

3. terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap 

pelaksanaan izin PUB; clan /at-au 

4, 	drribulkan permasaladhkin dirrilisyoroknt, 

c. menetapkan Batas waktu penyelenggaraan PUB; 

d. menetapkan wilayah penyelenggaraan PUB; dan 

e. menetapkan suatu program yang diajukan oleh pemohon 

memenuhi atau tidak unsur PUB. 

Pr NIBINA AN, PENGAWASAN, PFMA NTA I TA N, DAN EVALUASI 

Pasal 21 

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan 

pembinaan kepada penyelenggara yang sudah 

memperoleh izin PUB. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk memastikan permohonan izin PUB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 22 

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan 

I IC 110,LIW sun terhadap penyelonp;g0 ril El 1) P11(4, 

ILI 



- 12 - 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

14:f;a3 n ka n oleh aparat pc ngowitoto intern pernerintah 

dan satuan tugas penertiban. 

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan 

intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang 

membidangi penyelenggaraan PUB. 

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 

setahun. 

Pa.sal 

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 24 

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

PUB. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, 

pelanggaran, 	hambatan, 	dan 	perkembangan 

pen vele n ggaraan PUB. 

(3) EvalUas1 sebagaimana dima k.sud path t ay ( dilakukan 

untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan 

Peraturan Menteri ini. 

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) 

kali dalam setahun. 
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BAB VI 

PELAPORAN 

Pasal 25 

(1) Penyelenggara PUB yang sudah berizin berkewajiban 

untuk: 

n t.fi la ksanakan penyelei j ggri ri n 11 0B St 'suai dengan 

ketentuan yang dimuat dalam st..a.at Iceputusan izin 

PUB dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

b. memberikan laporan mengenai penyelenggaraan 

PUB disertai bukti pertanggungjawaban. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

memuat: 

a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan; 

b. =clan penyaluran bantuan; 

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; 

d. dokumen hasil audit akuntan publik untuk 

pengumpulan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus 

jtills rupiah); dan 

e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak selesai penyaluran program PUB. 

BAB VII 

SANKSI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pa sal 26 

Pei iy ele i)ggara yang memiliki iztti niii upi 	yang tidak 

memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi. 

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. administratif; dan/atau 

b. pidana. 
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Bagian Kedua 

Penyeleggaran PUB yang memiliki Izin 

Pasal 27 

(1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang 

memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (2) huruf a berupa: 

a. teguran secara tertulis; 

b. penangguhan izin; dan/atau 

c. pencabutan izin. 

(2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis 

dimaksud pada 	I-. (1) bumf a diberikan 

kepada penyelenggara PUB paling banya k 3 (tiga) kali 

dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari keria 

antara teguran pertama dan teguran selanjutnya. 

(3) Sanksi administratif berupa penangguhan izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 

jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan 

melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran 

secara tertulis. 

(4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan 

jika penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tly tit (3), serta melariogaJ.  ke 1:ei 	k3e bagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

Pasal 28 

Sanksi pidana bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Bagian Ketiga 

Penyeleggaran PUB yang Tidak Memiliki Izin 

Pasal 29 

(11 San ltsi lickninistratif bagi pi nyelei gg tI a 0013 yang tidak 

memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (2) huruf a berupa: 

a. teguran secara tertulis; dan/atau 

b. diumumkan secara terbuka dalam media masa. 

(2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 

kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali 

dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

antara teguran pertama dan teguran selanjutnya. 

(3) Sanksi administratif berupa diumumkan secara terbuka 

dalam media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

u'uf h dilakukan di dolarn 	 maupun luar 

jaringan. 

Pasal 30 

Sanksi pidana bagi penyelenggara PUB yang tidak memiliki 

izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Pi Oil 11 Pcraturan Menteri 	1)0t1l I ku: 

a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/1-IUK/1995 tentang 

Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana; dan 

b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/ 1996 tentang 

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh 

Masyarakat, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

• 511111.• 



TRI R MAHARINI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 	28 September 2021 
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Pasal 32 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 September 2021 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK IN  n  O. ESIA, 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1099 
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